
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Ayat (1) huruf b
Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit berhak
menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan

remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan

penghasilan/insentif kepada tenaga kesehatan
berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat
tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Talang Ubi;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

Mengingat

Menimbang
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 7 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada

pemerintah sebagai unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan;

7. Rumah Sakit umum Daerah Talang Ubi selanjutnya
disingkat RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN

adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan dalam negeri dan di gaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

9. Pejabat Struktural adalah ASN yang memangku
jabatan eselon di lingkungan RSUD Talang Ubi;
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(2) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan dengan
melakukan pengukuran prestasi kerja ASN;

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada ASN
berdasarkan kondisi kerja, beban kerja dan
kelangkaan profesi dengan pertimbangan objektif
sesuai kemampuan keuangan daerah;

BABII
KRITERIADANTATACARAPEMBERIANTAMBAHAN

PENGHASILAN

Pasal2

10.Pejabat Fungsional adalah ASN yang memangku
jabatan fungsionaJ di lingkungan RSUDTalang Ubi;

II. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada ASNberdasarkan kondisi kerja,
beban kerja, kelangkaan profesi sebagai bentuk
penghargaan kepada ASN yang melaksanakan tugas
dan disiplin kerja ASN di lingkungan RSUD Talang
Ubi;

12.Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau

keadaan lingkungan kerja di RSUD Talang Ubi yang
menjadi tempat kerja bagi ASN Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

13.Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus
dipikul oleh suatu jabatan /unit organisasi
berdasarkan volume kerja dan norma waktu;

14.Kelangkaan profesi adalah kondisi tidak cukup sumber
daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam
melaksanakan tugas yang membutuhkan keterampilan
khusus dan langka;

15.Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
pegawai.
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melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi A8N
yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai tugas

pokokdan fungsinya;
(2)Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada

ASN dikenakan pajak penghasilan (pph) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penghasilan bukan merupakan hak,(1)Tambahan

Pasal3
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) meliputi :
a. tambahan penghasilan diberikan kepada ASN

berdasarkan kondisi kerja pada lingkungan kerja yang
memilikiresiko tinggi;

b. tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada A8NEsselon III dan Esselon IV; dan

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

diberikan kepada ASNDokter Spesialis, Dokter Residen
Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, 82 Bidang
Kesehatan, Profesi Kesehatan dan Perawat Anestesi
yang dalam melaksanakan tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka.

Pasal4

a. aspek perilaku kerja; dan

b. aspek pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3)Hasil pengukuran prestasi kerja ASN sebagai mana
dimaksud pada ayat (2) secara kumulatif dijadikan
ukuran kinerja Perangkat Daerah;

(4) Pemberian tambahan penghasilan dengan
pengukuran prestasi kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan :
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BABIII
PENGAWASANDANPENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pasa16

(I) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian

tambahan penghasilan bagi ASNdilaksanakan melalui:
a.sistem pengawasan internal; dan
b.pengawasan fungsional.

(2) Sistem pengawasan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) huruf a dilaksanakan di Rumah Sakit
Umum Daerah Talang Ubi oleh atasan langsung secara
berjenjang;

PasalS
(I) Pegawai yang telah mendapatkan tambahan

penghasilan tidak diperbolehkan mendapatkan ;
a. honorarium
b. Tunjangan Kinerja Daerah (TKO)

(2) Pegawai yang telah mendapatkan tambahan
penghastlan masih diperbolehkan mendapatkan ;
a. uang makan
b. jasa pelayanan RSUDTalang Ubi

c. honorarium Lintas sektoral
d. honorarium Narasumber

(3) Besaran tambahan penghasilan bagi Calon Aparatur
Sipil Negara diberikan sebesar 800/0 (delapan puluh
perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai

jabatan yang akan diduduki;
(4) Besaran tarnbahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.
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BABIV
PEMBIAYAAN

Pasa18
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

bertanggungjawab terhadap validitas dan kebenaran
rekapitulasi kehadiran ASN di lingkungan Rumah

Sakit Umum Daerah Talang Ubi.

langsungatasandanPerangkat Daerah

Pengendalian
Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara
berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap
pemberian tambahan penghasilan bagi ASN;

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setiap bulan di lingkungan Rumah Sakit
Umum Daerah Talang Ubi;

(3) Dalam melakukan pengendalian secara beIjenjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Bagian Kedua

(3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat pengawasan
Fungsional Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan
perundang- undangan.
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BERITA DAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR TAHUN2020
NOMOR

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH tJ
KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR,r

.j SYAHr:iJ;;N NAZ!L

Di tetapkan di Talang Ubi

il pada tanggal 2020 1
f BUPATI PENUKALABABLEMATANGILIR,~

~~f HER! AMAL!NDO

penempatannya dalam Berita Daerah
Penukal Abab Lematang llir.

dengan

Kabupaten

tntBupatiPeraturanperundangan

BABV

PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
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t BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. t
~Jr-1HE;;-- AMALIN~O

NO URAIAN SATUAN JUMLAH
1 2 3 4

I Tambaban Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
1 Non keperawatan (S1/D4 / Orang/ bulan Rp. 3.000.000,-

Jenjang Keahlian)
2 Non Keperawatan (Diploma Orang/bulan Rp. 2.000.000,-

111/Jenjang Terampil)
3 Keperawatan (Diploma III/ Orang/bulan Rp. 2.000.000,-

Jenjang Terampil)
II Tambahan PenghasUan berdasarkan beban kerja
1 Direktur Orang/ bulan Rp. 10.000.000,-

2 Kasubbag. Tata Usaha Orang/bulan Rp. 8.000.000,-

3 Kasi Keperawatan Orang/bulan Rp. 8.000.000,-
4 Kasi Pelayanan dan Orang/bulan Rp.8.000.000,-

Penunjang Medik
III Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi
1 Dokter Spesialis Orang/bulan Rp. 25.000.000,-

2 Dokter Umurn/ Gigi Orang/bulan Rp. 5.000.000,-

3 Profesi Kesehatan Orang/bulan Rp. 3.500.000,-
(Apoteker, Ners, Psikolog)

4 Perawat Anestesi Orang/bulan Rp. 3.500.000,-

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI
PENUKALABAB LEMATANGILIR
NOMOR 4.b TAHUN2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATURSIPIL NEGARAPADARUMAH
SAKITUMUMDAERAHTALANGUBI.


